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Abstrak

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk. memberikan pemahaman mengenai implementasi “tkebijakan pemberian
santunan PT. Jasa Raharja#(Persero) terhadap korban kecelakaan lalu-lintas jalan Kabupaten Melawi.
Identifikasi permasalahan .yang terjadi berkaitan dengan implementasi Kebijakan pemberian; santunan di
KabupatenMelawi. Hasl dari penelitian mencakup empat hal yang mempengaruhi jimplementasi kebijakan
pemberian santunan'yatd' komunikasi, dengan dimensi transmisi, dimensi kejelasan, dan dimensi konsistensi.
Dalam hal ini menunjukkan kurangnya penyampaian informasi dan kurangnya kejelasan informasi oleh jasa
raharja mengenai presedur pemberian santunan dan sumber daya yang terdiri dari sumberdaya manusia, sumber
daya informasi, wewenang dan sumber daya fasilitas. Sumber daya manusia yang kurang sehingga petugas
merangkap pekerjaan yang lain, sumber daya fasilitas=yang kurang memadai sehingga menghambat dalam
menyelesaikan pemberian santunan, selanjutnya dari..segi disposis dan struktur birokrasi tidak menemui
hambatan sestiai dengan prosedur pel aksanaan.

Kata-kata kunci : Implementasi, pemberian santunan, komunikasi, sumber daya

ABSTRACK

The purpose of this research is provide insight regarding policy implementation granting compensation of PT.
Jasa Raharja (Persero) for victims of road traffic accidents Melawi Regency. Identification of the problems that
occur related to policy implementation granting compensation-in“Melawi regancy. The results of research
includes four things that affect the implementation of the policy of granting compensation that is
communication, the transmission dimensions; .dimensions clarity,..and dimensiona consistency.In this case
shows a lack information sharing.and lack of clarity of the‘information by jasa raharja regarding, procedures for
granting compensation and resource that consists of human resources, information resources, authority and
resources facility!. Human resources are lacking so that the workers other jobs concurrently, resources inadequate
facilities thus hampering the finishing granting compensation, The'next in terms of disposition and bureaucratic
structures do not see'gbstacles in accordance with implementation procedure.

Keywords : implementation, granting-eempensation, communication,.resource
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A. PENDAHULUAN

L atar Belakang Masalah

Asuranss sosid merupakan bentuk
asuransi pertanggungjawaban pemerintah
terhadap masyarakat yang mengaami
resiko akibat kecelakaan lalu-lintas darat,
laut dan udara. Manfaat dari program
asuransi sosial ini salah satunya adalah
jaminan asurans kecelakaan lalu-lintas
jalan dan penumpang umum agar Ketika
masyarakat ~pengguna lalu-lintas jalan,
mengalami kecelgkaan lalu-lintas, dalam
kecel akaan
tersebut tidak menghabiskan biaya yang

tahap pemulihan resiko

banyak. Keeelakaan lalu-lintas jaan
merupakan. resiko yang harus dihadapi
penggunadlalu-lintas jalan.

Salah satu upaya untuk melindungi
warga negara, khususnya dari risiko
kecelakaan ldu-lintas jalan adadah
memberikan santunan kepada _korban
kecelakaan lalu-lintas .atau kepada ahli
warisnya. ‘I Pemungutan——dana -~ untuk

dibayarkan ‘oleh  pemilik® - kendaraan
bermotor sebagaimana ditetapkan dalam
Undang Undang Nomor=34 Tahun 1964
tentang Dana Kecelakaan Lau-Lintas
Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 1965 tentang Ketentuan- Ketentuan
Pelaksanaan Dana kecelakaan Lalu-Lintas
Jalan, serta menunjuk PT. Jasa Raharja

(Persero) sebagai Badan Penyelenggara.
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Yang menjadi permasalahan khususnya di
Kabupaten Melawi mengenai pemberian
santunan jasa raharja adalah kurang efektif
didalam pelaksanaan pemberian santunan
seperti untuk mengajukan klaim korban
kecelakaan lalu-lintas masih kebingungan
bagaimana cara penyelesaian didaam
pengajuan santunan dari jasa raharja dan
jumlah Keeelakaan lalu-lintas jalan yang
tidak sebanding dengan jumlah pengajuan
korban kegcelakaan lat-lintas jalan yang
mendapatkan pemberian santunan oleh PT.
Jasa Raharja (Persero) Kabupaten Melawi.

Fokus Penelitian

Berdasarkan  permasalahan  yang
terjadi sesuas dengan apa=yang telah
dibahas peneliti sebelumnya, maka fokus
penelitian ialah pada faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan Implementasi
Kebijakan Pemberian Santunan PT. Jasa
Raharja _(Persero) Terhadap | Korban
Kecelakaan Lalu-Lintas  Kabupaten

Melawi.

Manfaat Teoritis

Secara_teoritis hasil penelitian ini
diharapkan dapat menambah wawasan
baru dalam Ilmu Administrasi Negara pada
kajian kebijakan publik khususnya pada
kebijakan
santunan terhadap korban kecelakaan lalu-

implementasi pemberian
lintas. Manfaat lain dari penelitian ini
dapat dijadikan referensi yang berguna
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kepada
menjadi dasar pemikiran dalam memahami

masyarakat/pembaca untuk

teori implementas kebijakan.

Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat
bermanfaat meningkatkan dan
mengembangkan kemampuan berpikir, dan
menulis karya ilmiah untuk penlis sendiri
selama mengenyam pendidikan di Program
Studi Ilmu AdminiStrasi Negara. 'Selain itu,
dari pendlitian ini juga ‘diharapkan dapat
menjadi‘bahan masukan bagi PT. Jasa
Raharja (Persero)

implementasi suatu kebijakan.

Khususnya dalam

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah
yang hendak diteliti, maka rumusan
masalahnya sebagai berikut: Mengapa
Implementasi Kebijakan Pemberian
Santunan PT. Jasa Raharja (Persero)
Terhadap ' Korban Kecelakaan Lalu-Lintas
Jaan Di “Kabupaten ~Melawi. Kurang
Efektif?

Tujuan Pendlitian

Untuk Mendiskripsikan Faktor-Faktor
Y ang Mempengaruhi Implementasi
Kebijakan Pemberian Santunan PT. Jasa
Raharja (Persero) Terhadap Korban
Kecelakaan  Lalu-Lintas Jadan  Di

Kabupaten Melawi.
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B. TINJAUAN PUSTAKA

Salah satu tahapan penting dalam siklus
kebijakan publik adalah implementas
kebijakan. Implementasi sering dianggap
hanya merupakan pelaksanaan dari apa
yang telah diputuskan oleh legidatip atau
para pengambil keputuskan, seolah-olah
tahapan “ini, kurang berpengaruh. Akan
tetapi dalamn “kenyataannya, tahapan
implementass menjadi™s_begitu  penting
karena suatu kebijakan dilaksanakan secara
maksimal dan dapat mencapal, tujuan
kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan pendapat, para ahli di atas
dapat disimpulkan bahwa#implementas
kebijakan adalah pelaksanaansdari sebuah
kebijakan yang telah dibuat oleh
pemerintah untuk mencapai tujuan |atau
sasaran sebagaimana yang diharapkan.
kebijakan tersebut
mengharapkan aksi nyata atas kebijakan

Pel aksanaan

yang telah diputuskan yang jkemudian
menghasilkan. . sesuatu/keluaran  (output)

dan.menimbulkan efek berupa hasil akhir

(out come).
Menurut .moedel Edward Il (daam
Widodo,2011:96) mengajukan  empat

faktor atau variabel yang berpengaruh
terhadap keberhasilan atau kegagalan
implementasi  kebijakan. Empat variabel
atau faktor tadi antara lain meliputi

variabel atau faktor komunikasi
(communication), sumber daya
3
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(resources), disposis (dispositions), dan
struktur birokrasi (bureaucratic structure).

1 Faktor Komunikasi

Menurut Edward i (dalam
Widodo,2011:97) Komunikas diartikan
sebagal proses penyampaian informas
kepada
Komunikas kebijakan berarti»merupakan

komunikator komunikar:

proses penyampaian informasi kebijakan

dari pembuat kebijakan (policy maker)
kepada pelaksana kebijakan (policy
implementors).

Komunikas kebijakan memiliki beberapa

macam dimens, antara lain ‘dimens

transmisi (transmission), kejelasan

(clarity), dan konsistensi (consistency).

1) Dimensi.. transmisi menghendaki agar
Kebijakan publik disampaikan tidak
hanya disampaikan kepada pelaksana
(implementors) kebijakan tetapi juga
disampaikan kepada kelompok _sasaran
kebijakan dan pihak lain yang
berkepentingan baik ~“secara langsung
maupun tidak langsung.

2)Dimens kejelasan (clarity)

menghendaki  agar ““kebijakan yang

ditransmisikan kepada pelaksana, target
grup  dan pihak lan  yang
berkepentingan secara jelas sehingga
diantara mereka mengetahui apa yang
menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta
substansi dari kebijakan publik tersebut

sehingga masing- masing  akan
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mengetahui apa yang harus dipersiapkan
serta dilaksanakan untuk mensukseskan
kebijakan tersebut secara efektif dan
efisien.
3)Dimensi konsistensi (consistency)
diperlukan agar kebijakan yang diambil
tidak simpang siur sehingga
membingungkan pelaksana kebijakan,

target grup dan pihak-pihak yang

berkepentingan.

2iSumber Daya
Menurut .« Edward Il (dalam
Winarno,2002:126) sumber-sumber yang
penting meliputi staf, informasi,

wewenang, fasilitas-fasilitas!

1) Staf : kekurangan dangkeélebihan staf
tidak secara otomatis-=mendorong
berhasi| atau gagal suatu implementasi
kegiatan melainkan harus memiliki
keterampilan yang diperlukan untuk
melaksanakan kebijakan.

2) Informas : informas mempunya dua
bentuk pertama, informas jmengenai
bagaimana melaksanakan' kebijakan.
Kedua, adalah data temtang ketaatan
personil-personil lain terhadap
peraturan-perattiran pemerintah.

3) Wewenang : hak untuk mengeluarkan
surat panggilan, pemerintah menarik
dana dari suatu program, mengel uarkan
dana, menyediakan dana, membeli
barang-barang dan jasa dan lain-lain.

4) Faslitasfasilitas : tanpa bangunan

mel akukan

4
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koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa
perbekalan, maka besar kemungkinan

implementasi yang direncanakan tidak

akan berhasil.
3. Disposisi
Edward 11 (dalam Widodo,2011:104)
menegaskan bahwa keberhasilan

impelementasi  kebijakan bukan hanya
ditentukan oleh sgauh mana. para pelaku
kebijakan (implementars) mengetahui apa
yang harus ditakukan _dan. mampu
melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh
kemauan® para pelaku kebijakan tadi
memiliki disposisi yang kuat terhadap
kebijakan yang sedang diimplementasikan.
4/Struktur Birokrasi

Struktur- organisas memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap implementasi
kebijakan. Aspek struktur organisasi rini
melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan
struktdr birokrasi itu  sendiri. Aspek
pertama. adalah
implementasi  kebijakan biasanya sudah
dibuat standart operation-procedur (SOP).

mekanisme, . dalam
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Kerangka Pikir Penelitian

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965
Tentang K etentuan-K etentuan Pelaksanaan
Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

v

Identifikasi masalah:

1. Kurang efektifnya pemberian santunan PT.
Jasa Raharja (Persero) terhadap korban
kecelakaan lalu-lintas Jalan

2. Besarnya jumlah maksimal dana santunan
yang ditetapkan oleh PT. Jasa Raharja
(Persero) yang tidak sebanding dengan
kerugian korban akibat kecelakaan lalu lintas

jaan.
v

Teori:

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan
Implementasi kebijakan
Menurut Edward 111:

1. Komunikasi.

2. Sumber daya

3. Disposisi

4. Struktur birokrasi

v

Output
Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Keberhasilan Dalam
Implementasi Kebijakan Pemberian Santunan
PT. Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban
Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan Kabupaten
Melawi

C. METODE PENELITIAN

Jenis Pendlitian
Penelitian ini  termasuk dalam jenis
penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Penentuan jenis penelitian ini
berangkat pada pendapat Bodgan dan
Taylor (daam Moleong,2000:3) vyaitu
mengidentifikasikan penelitian kualitatif
5
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sebagai prosedur  penelitian  yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata tertulis maupun lisan dari orang-orang
dan perilaku yang diamati. Penelitian ini
mengungkapkan data dan fakta secara apa
adanya dari kenyataan yang ada di

lapangan pada saat penelitian dilakukan

M etode Pengumpulan Data
Di daam melaksanakan penelitian ini,
peneliti mempergunakan tiga Cara teknik

pengumpulan data yaitu :

1. Observas

Daam __ penelitian ini  “pendliti
menggunakan observasi non partisipan
yaitu“.dengan cara pengamatan ‘dan
mendengar terhadap obyek dan subyek
yang kan ditditi tanpa terlibat
langsung dalam aktivitas-aktivitas dari
permasal ahan tersebut.

2. Wawancara
Wawancara adal ah pereakapan dengan
maksud tertentu. Peneliti"mengadakan
tanya jawab secara lisan kepada

narasumber

3. Dokumentasi
Langkah ini

mengumpulkan

dilakukan  dengan
datadata  yang
berkaitan dengan masalah yang diteliti

seperti  arsip-arsip, fotocopy, foto,
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dan  bahan-bahan
literatur pendukung lainnya.

catatan  resmi

Subjek Pendlitian

Subjek penelitian adalah benda, hal
atau orang yang pada halnya melekat data
tentang objek penelitian
(Moleong;2006:166). Dalam pendlitian ini,
penulis menggunakan informan kunci dan
sebagai  subjek
penelitian. Adapun yang menjadi informan

informan 11 pangkal
kuncii” sebagai subjek penditian yang
dianggap dapat di jadikan sumber
informasi yang di butuhkah baik berupa
informasi  dari hasil wawancara yang
bersumber dari Pelaksana Administrasi dan
Penanggung Jawab SAMSAT  unit
pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) Di
Kantor SAMSAT Kabupaten Melawi

Adapun subjek penélitiani® yang
menjadi_informan pangka yang dapat di
jadikan sumber informasi yang dibutuhkan
terdiri dari:

1.Anggota ' Kepolisian Resort  Unit
Pelayanan Kepala Satuan Lalu-Lintas
Kabupaten.Melawi.

2. 5 Orang korban kecelakaan lalu-lintas
jalan dan Keluarga korban kecelakaan
lalu-lintas atau ahli  waris di
Kabupaten Melawi.

3. 2 Orang masyarakat membayar pajak
di Kantor Samsat Kabupaten
Melawi.
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4. 1 orang staf administrasi rekam medis
rumah sakit di Kabupaten Melawi.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik
analisa kualitatif. Analisa data dilakukan
dengan cara membaca, mendliti, .dan
mempelgari seluruh data yang diperoleh
baik dari hasil wawaneara maupun studi
dokumen. Datadata tersebut’'kemudian
diandisis dan ditafsirkan untuk
mengetahui maknanya. Kemudian hasiinya
dihubungkan dengan masalah pendlitian
sehingga diperoleh pemahaman “tentang
ggjaa yang menjadi fokus penelitian.

Uji-validitas yang penedliti gunakan
adalah wiji.. kredibilitas terhadap hasil
penelitian kualitatif menurut Sugiyeno
(2011:267) “Triangulasi yaitu mengecek
data dari berbagai sumber dengan berbagal
cara dan berbagai waktu”. Triangulasi
dalam pengujian ada tiga yaitu triangulasi
sumber, triangulasi teknik=dan. triangulasi
waktu.

Dalam hal ini
menggunakan triangulasi-.sumber yaitu
untuk menguji kredibilitas data dilakukan

peneliti

dengan cara mengecek data yang telah
diperolen melalui beberapa sumber. Jika
daam penditian ini sumbernya Adaah
Pelaksana Administras PT. Jasa Raharja
(Persero). Selanjutnya data yang telah di
analisis oleh

peneliti sehingga
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menghasilkan suatu kesimpulan kemudian
di minta kesepakatan dengan sumber data
tersebut.

D. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Hasil. penelitian di  lapangan
menunjukkan saatini beberapa faktor yang
mempengaruhi  implementasi  kebijakan
pemberian santunan, untuk
mendiskripsikan faktér apa sga yang
berpengaruh daam
kebijakan
Kabupaten Melawi peneliti“menggunakan
salah satu teori implementasi’ kebijakan

implementasi

pemberian «Santunan  di

publik yang dikemukakan oleh George C.
Edward 111, yang memiliki 4 Faktor, yakni

Komunikas
Sumber Daya
Disposisi

=i OEy P

Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan teori ini sangat.membantu dalam
penelitian__karena™ 4 faktor diatas
berhubungan langsung dengan apa yang
terjadi  di
implementasi

lapangan terutama pada

kebijakan pemberian
santunan PT. Jasa Raharja (Persero)
terhadap korban kecelakaan di Kabupaten
Melawi.
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1. Komunikasi

Implementass akan berjalan efektif
apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan
kebijakan dipahami oleh individu-individu
yang bertanggungjawab dalam pencapaian
tujuan kebijakan. Kegelasan ukuran dan
tujuan kebijakan dengan demikian perlu
dikomunikasikan secara tepat dengan para
pelaksana. Konsistensi atau keseragaman
dari ukuran dasar .dan tujuan perlu
dikomunikasikans='sehingga implementor
mengetahui sSecara tepat' ukuran maupun
tujuan kebijakan itd.

Ada tiga  indikator yang dapat
digunakan untuk mengukur keberhasilan
aspek komunikasi, yaitu:

a. Transmisi

Transmisi informasi dalam instans
merupakan sebuah keharusan karena akan
sangat berpengaruh pada keberhasilan
implementasi kebijakan. Pelaksana
kebijakan pada tingkat bawah (steet level
bureaucracy) harus diberikan informas
yang menyeluruh dan--utuh. mengenai
kebijakan publik yang | akan diambil,
Adapun hasil wawancara peneliti dalam
penyampaian informasi“dengan FE selaku
Pelaksana Administras PT. Jasa Raharja
(Persero) Kabupaten Melawi, mengatakan
bahwa :

“Komunikasi yang dilakukan antara
korban kecelakaan lalu-lintas jalan
dengan petugas Jasa Raharja berjalan

dengan lancar dari saat korban melakukan
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pengajuan santunan sampai tahap proses
pembayaran dana santunan, baik itu
dengan tatap muka atau korban
mendatangi kantor samsat unit pelayanan
Jasa Raharja maupun dengan komunikas
via telepon. sgauh ini untuk sosialisasi
khusus dari Jasa Raharja masih belum ada
tetapi pada saat sosialiasi penyuluhan
pajak dari*samsat, Jasa Raharja juga ikut
serta mensosialisasikan tentang asuransi

kecelakaan lalu-lintas kepada
masyarakat™
Dengan melihat | beberapa,. hasil

wawancara yang dilakukan peneliti dengan
beberapa subjek penelitian;terlihat bahwa
penyampaian informasi smempengaruhi
kebijakan
pemberian santunan karna yang dilakukan

keberhasilan  implementasi
oleh pihak petugas jasa raharja belum bisa
dikatakan baik, karena masih belum ada
upaya untuk mengkhususkan sodalisas
tentang.apa itu asurans kecelakaan lalu-
lintas khususnya untuk mengajukan klaim
pemberian santunan. jika terjadi kecel akaan
lalu-lintas jalan. Hanya ;jsga petugas
menyampaikan informasi: kepada korban
kecelakaan __lalw-lintas  ketika  pihak
kepolisian kepada
petugas jika ada kecelakaan lalu-lintas dan

memberitahukan

segera menghubungi  keluarga korban
ataupun korban kecelakaan lau-lintas
jalan, sehingga masih dikatakan kurang
efektif dalam menyampaikan informas
kepada korban kecelakaan lalu-lintas jalan.
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b. Kegeasan

Kegelasan merupakan faktor yang
mendukung implementasi kebijakan yaitu
dadam melakukan suatu komunikasi
diupayakan tidak menyimpang dari
ketentuan yang telah ditetapkan, serta
dalam pelaksanaannya harus jelas .dan
konsisten, sesuai dengan kebijakan yang
telah dibuat oleh PT. Jasa Raharja
(Persero). Jikas'komunikasi " . mengenai
petunjuk pelaksanaan kebijakan tersebut
tidak jelas, makd para pelaksana akan
mengalami kebingungan tentang apa yang
harus mereka lakukan. Ketidakjelasan
dalam pelaksanaan suatu kebijakan; juga
dapat terjadi, karena pihak-pihak tertentu
mungkin..tidak menyenangi atau tidak
menyetujui terhadap pelaksanaan suatu
kebijakan tertentu, sehingga dalam
pelaksanaan kebijakan tersebut tidak
sesuai yang direncanakan.
c. Konsistens

Implementasi kebijakan dapat
berjalan dengan baik apabilapetugas,telah
melakukan upaya agar
mengetahui  adanya kebijakan tersebut,

masyarakat

dengan begitu implementasi kebijakan
dapat berjalan sesuai dengan yang
diharapkan. Karena suatu kebijakan akan
Sia-sia apabila tidak publikasikan terhadap
masyarakat yang berkaitan  dengan

implementasi dari kebijakan tersebut.
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Petugas jasa raharja telah baik
menyampaikan pemahaman kepada korban
kecelakaan lalu-lintas jalan sesuai prosedur
yang telah ditetapkan  Berdasarkan
Peraturan Mentri
No0.36& 37/PMK.010/2008

besarnya dana santunan jasa raharja

Keuangan Rl

tentang

Sehingga terciptanya konsistensi dalam
kebijakan
santunan jasa raharja. Korban kecelakaan

implementasi pemberian
lalu-lintas’y sangat paham bagaimana
keadaan yang' akan terjadi“.jika terjadi
kecelakaan
menyelesailkan syarat-Syarat yang telah

lalu-lintass  maka ™. segera

ditetapkan jasa raharja agarpetugas segera

mencairkan pemberian danassantunan.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor kedua
yang mempengaruhi implementasi suatu
kebijakan. Sumber daya merupakan faktor
terpenting. dalam proses implementas
kebijakan, pada -dasarnya implementas
tidak akan berjalan jika tanpa didukung
oleh, sumber daya yang memadai. Dalam
implementasi  suatu kebijakan, manusia
merupakan_kunci=dalam terselenggaranya
suatu  kebijakan.

pengolahan  suatu

Karena  manusia
kebijakan  serta
merupakan sumber daya terpenting dalam
kebijakan.

Perintah-perintah implementasi  mungkin

keberhasilan  implementasi
diteruskan secara cermat, jelas dan
konsisten tetapi jika para pelaksana

9
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kekurangan
diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-

sumber-sumber yang

kebijakan maka implementasi inipun
cendrung tidak efektif.

Dengan
menjadi salah satu faktor penting dalam
melaksanakan kebijakan publik. Sumber-

sumber yang terpenting meliputi :

demikian, sumber-sumber

1. Sumber daya manusia
2. Sumber dayainformasi
3. Sumber daya wewenang
4. Sumber dayafasilitas

3. Disposisi

Disposisi._merupakan faktor “penting
yang mempengaruhi implementasi
kehijakan: Disposisi merupakan watak atau
sikap yang. dimiliki oleh implementor,
seperti  komitmen, kegujuran dan sifat
demokrastis. Diketahui bahwa dalam suatu
implementasi kebijakan jika implementor
memiliki disposiss yang baik, . maka
kebijakan' tersebut dapat berjalan dengan
baik pula dan begitu jugasebaliknya.

Dengan melihat hasil wawvancara,yang
dilakukan pendliti dengan subjek informan,
terlihat bahwa disposisi=.mempengaruhi
keberhasilan implementasi  pemberian
santunan, jika disposisi tidak dijalankan
dengan bak akan berdampak kepada
korban kecelakaan lau-lintas dalam
pengurusan  kelengkapan  persyaratan
klaim, sehingga yang dilakukan petugas
jasa raharja baik daam bersikap kepada
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korban kecelakaan lalu-lintas dan tidak
menemui hambatan yang cukup serius.

4. Struktur Birokras

Struktur birokrasi merupakan faktor
terakhir yang mempengaruhi keberhasilan
suatu kebijakan, birokrasi juga merupakan
salah satu

implementasi, kebijakan. Struktur birokrasi

penggerak dalam  ha

mencakup aspek=aspek seperti struktur
organisasi, pembagian kewenangan
hubungan antara unit-unit organisasi yang
ada didalam organisas yang bersangkutan
dan hubungan organisas luar “.dan
sebagainya. Stuktur birokrds merupakan
suatu sistem yang digunakan untuk
mengontrol dalam organisasi’ tersebut,
yang mana dirancang berdasarkan aturan-
aiuran rasional dan sistematis yang
bertujuan untuk mengkoordinasikan' dan
mengarahkan  aktivitas-aktivitas |' kerja
aparatur _dalam rangka menyelesaikan
tugas administrasi.

Struktur __birokrasi  juga,” mencakup
dimensi fragmentasi dan dimens mengenai

Standar Operasiona Prosedur (SOP).

Pelaksanaan__..implementas  kebijakan
dengan organisass  pelaksana  yang
terfragmentasi (terpecah-pecah  atau

tersebar) dapat menjadi distors dalam
kebijakan

diperlukannya koordinasi yang intensif.

pelaksanaan sehingga

Selanjutnya  dalam  implementasi
kebijakan pemberian santunan PT. Jasa
10
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Raharja  (Persero) terhadap  korban
kecelakaan lalu-lintas jalan di Kabupaten
Melawi, salah satu faktor  yang
mempengaruhi keberhasilan implementasi
adalah  struktur  birokrasi karena
implementasi kebijakan pemberian
santunan memerlukan struktur birokrasi
yang tepat atau dengan kata lain jika tanpa
adanya  struktur birokrasi maka
implementasi kebijakan pemberian
santunan ini akan terhambat” dan tidak
berjalan sesual dengan yang diharapkan.

Berdasarkan _hasil wawancara  yang
dilakukan peneliti, maka  dapat
dismpulkan._bahwa struktur birokras
mempengaruhi keberhasilan dalam
implementasi kebijakan pemberian
santunan=.PT. Jasa Raharja (Persero)
terhadap korban kecelakaan lalu-lintas
jalan’ di Kabupaten Melawi. Struktur
birokrasi Jasa Raharja Melawi sudah baik
dan tidak menemukan kendala.  yang
menghambat  implementas  kebijakan
tersebuit.

E. SIMPULAN

1. Bahwa komunikasi menjadi salah satu
dari faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan implementasi  kebijakan
pemberian santunan jasa raharja,
komunikasi memiliki tiga dimens
yaitu transmis, keelasan dan
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konsistensi. Dimens  konsistensi
masih berjalan dengan baik
sebegaimana mestinya.  Sedangkan
keelasan informasi dan sosiaiasi yang
dilakukan oleh petugas kepada
masyarakat khususnya korban
kecelakaan lalu-lintas jalan dirasakan
masih jarang dan masih kurang efektif.
Kgédasan informasi yang dilakukan
petugas masih. kurang efektif kepada
korban kecelakaan“lalu-lintas jaan.
Tidak heransjika masih, banyaknya
korban kecelakaan yang kurang paham
dan memiliki pengetahuan sedikit
tentang pengajuan pemberian santunan
jasaraharjadi KabupatenMelawi.

Sumber daya merupakan-faktor kedua
yang mempengaruhi  keberhasilan
implementasi, sumber daya manusia
dalam meng-implementasikan
kebijakan pemberian santunan (Sangat
kurang memadal yaitu jumlah petugas
hanya satu yang ada dikantor samsat
unit pelayanan jasa raharja yang
merangkap tugasnya sebagai
pelaksana administrasi dan
penganggung-“jawab samsat serta
mensurvel setiap terjadi  kecelakaan
lalu-lintas jalan disekitar kabupaten
melawi. Kemudian  sumberdaya
fasilitas yang dimiliki unit pelayanan

jasa raharja dikantor samsat masih

kurang memadal, hal ini
mempengaruhi kinerja dalam
11
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melaksanakan tugas penyelesaian
pemberian santunan.
Sikap  kecenderungan  pelaksana

(disposisi) merupakan faktor-faktor
yang mempengaruhi  keberhasilan
dalam kebijakan

pemberian santunan terdiri dari respon

implementasi
implemetor, pengetahuan (kognisi)
dan intensitas implementor dalam
pelaksanaan  kebijakan  pemberian
santunan PT:Jasa Raharja.(Persero)
terhadap’ kecelakaan' lalu-lintas jalan
Kabupaten Médawi di unit pelayanan
Jasa  Raharja Samsat
Kabupaten Melawi. Dalam "ha ini
telah “melakukan
peratran dari jasa raharja, Sikap
petugas kepada korban telah dilakukan

Kantor

tugas  sesua

dengan sebalk mungkin dengan
membantu proses  penyelesaian
pemberian santunan.

Struktur organisasi dalam

implementasi  kebijakan pemberian
santunan ini sudah cukup baik, karena
masing-masing pihak -yang. terkait
sudah

kewenangannya

memiliki tugas dan
masing-masing
sehingga akan memudahkan proses

implementasi tersebut.
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F. SARAN

1.

Komunikasi penyampaian informasi
daam sosidiasi  perlu
diagendakan dan dikhususkan oleh
pihak jasa raharja itu sendiri melihat
korban kecelakaan banyak yang tidak

adanya

memahami bagaimana cara
mengajukan klam asurans jasa
raharja.

Sumber daya manusia harus sesuai
dengan tugasdan fungsinya agar tidak
merangkap melakukan tugas lain.
Sumber daya fasllitas khususnya
perdatan yang menfinjang untuk
operasional petugas perfu diperbaiki
agar tidak menghamba proses
penyel esaian pemberiaan santunan.
Disposisi perlu ditingkatkan lagi sikap
petugas dalam membantu persyaratan
klam agar cepat terselesaikan dan
mendapatkan dana santunan dari jasa
raharja.

Struktur_birokrasi dalam implementasi
kebijakan pemberian santunan ini, jasa
raharja perlu adanya kerjasama bukan
hanya_kepada“pihak kepolisian tetapi
juga kerjasama kepada pihak rumah
sakit agar tercapainya tujuan untuk
memudahkan korban kecelakaan lalu-
lintas dalam pencairan dana klaim

pengajuan santunan
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